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Abstract

Population growth in Indonesia is very significant increase in the accumulation of data by Statistics Indonesia population of about
237 641 326 people (1000 for men and 986 for women). It means that there is a possibility of Indonesia's population is predicted to
increase "population explosion” of course it has the potential to cause negative effects such as the food crisis, conflict, crime,
environmental issues and climate change issues. Therefore it is necessary launched a revitalization program to reduce the rate of
population growth through “Keluarga Berencana” programs (KB). Power required by the sectoral efforts in addressing the
particular BKKBN “Keluarga Berencana” program in support of population growth and the development of an ideal family. Efforts
are made to the emphasis in communication through the dissemination of “Keluarga Berencana” programs as they are run by the
district of Bojonegoro because it has resulted in demographic transition characterized by declining birth rates and mortality rates
and increased life expectancy. The research was conducted on the basis of a study to determine the socialization paradigm shift in
sustainable “Keluarga Berencana’ policy in Bojonegoro.

This study used a qualitative descriptive approach to coverage problems focus on social problems related to the program "Family
Planning” (KB) in Bojonegoro sustained through socialization paradigm. Source of data used are secondary data sources.
Researchers gain based on the observation, documentation and a survey of the facts, a general description (overview) and the data
that are concrete (support and complement) that fit the theme of the research.

The results of this study indicate that the overall participation of “Keluarga Berencana” in the district. Bojonegoro not meet the
concept of sustainable development. Therefore, the majority of people in different sub-district considered less intensive and have not
been up in a “Keluarga Berencana” counseling potential participants and the lack of support from role models. In addition, the low
budget and means of dissemination of “Keluarga Berencana” programs, the limited kinds and types of contraception, acceptance
and accessibility of contraceptive services. Socialization of “Keluarga Berencana” policy in Bojonegoro done on the basis of five (5)
aspects of socialization “Keluarga Berencana” policy, the principle of “Keluarga Berencana” policy dissemination, policy
dissemination stages KB, success factors and manifestations of “Keluarga Berencana” policy dissemination paradigm shift
“Keluarga Berencana” policy dissemination.
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rangka meningkatkan kualitas penduduk serta keluarga

Pendahuluan

Keluarga merupakan unit utama dari
masyarakat dan suatu “lembaga” yang memberikan
pengaruh besar dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara. Kerenanya, keluarga menjadi sistem
pendidikan yang vital bagi masyarakat, keluarga perlu
dihargai dan dimasukkan dalam perencanaan
pembangunan melalui tindakan bagi imasyarakat
(Noorkasiani et al., 2009: 57). Menurut paradigma ilmu
sosiologi menyebutkan bahwa keluarga memiliki siklus
perkembangan sebagaimana layaknya individu yang
dapat menimbulkan, mencegah ataupun memperbaiki
masalah-masalah ~ pembangunan  sosial  dalam
kelompoknya yang akhirnya berpengaruh secara masif
(Ihromi, 1999:316).

Akibatnya, muncul dampak mengemuka
apabila problematika tersebut tidak semakin menentu
sebagai ketidakjelasan masa depan kualitas ataupun
kuantitas pembangunan sumberdaya manusia, seperti
pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali, kualitas
sumberdaya manusia yang “buruk” dan meluasnya
kerusakan lingkungan dan selanjutnya kemiskinan,
kemelaratan dan keputusasaan semakin mendalam
(Manuaba, 1998:61). Di samping itu, untuk
mewujudkan pembangunan dan perkembangan dalam

dalam segala aspek dan dimensi pembangunan menjadi
terhambat sebagaimana dituangkan dalam ketentuan
konstitusional Undang-Undang Dasar 1945 maupun
ketentuan operasional Undang-Undang No. 52 Tahun
2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan
Pembangunan Keluarga.

Menurut data statistik kependudukan nasional
menyebutkan bahwa Indonesia memiliki akumulasi
penduduk yang terbilang tidak sedikit, yakni per-
sekitar 237.641.326 jiwa dengan perbandingan 1.000
untuk laki-laki dan 986 untuk perempuan dari
peringkat ke-empat terbesar setelah Amerika Serikat
(US), India dan China (Statistik Indonesia, 2014).
Tingginya laju pertumbuhan penduduk tersebut telah
menyumbang total penduduk dunia secara masif
dengan prosentase 1,49% (BKKBN, 2014). Artinya,
ada kemungkinan jumlah penduduk Indonesia
diprediksi menglami peningkatan “ledakan penduduk”
menjadi dua kali lipat dalam 20 sampai dengan 50
tahun lagi, yakni sekitar 450 juta jiwa sampai dengan
480 juta jiwa pada tahun 2050 — 2060 (Yudishtira,
2013).

World  Health  Organization  (WHO)
mendorong  negara-negara  berkembang  seperti
Indonesia yang mengalami perihal “ledakan penduduk”
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sebagai manifestasi perbaikan kualitas “keluarga”
sumberdaya manusia untuk melakukan langkah-
langakah konkrit yang hendak dilakukan guna
mencapai kewajiban internasional pada Millenium
Development Goals (MDGs) 2015 melalui kebijakan
program pembangunan yang disesuaikan dengan
prioritas masalah dan kecenderungannya (Safrudin &
Hamidah, 2007:28).

kebijakan program yang dimaksud adalah
revitalisasi program Keluarga Berencana (KB).
Revitalisai KB dimaksudkan dalam program-program
pembangunan kesehatan yang dilakukan secara terpadu
dengan pembangunan sektor lain terkait dan dengan
dukungan masyarakat. Menurut BKKBN (2014)
mengevaluasi program KB adalah perihal tingkat tren
angkan kelahiran (TFR) dalam kurun waktu 10 tahun
terakhir yang tercatat masih mencapai 2,6 juta jiwa.
Angka ini jauh dari target pemerintah sebesar 2,1 juta
jiwa sehingga menyebabkan “ledakan penduduk” yang
tidak terkendali.

Berdasarkan Survei Demografi dan Kesehatan
Indonesia (SKDI, 2011) menyatakan bahwa angka
TRF disinyalir belum dapat diselesaikan dalam aspek
pertambahan jumlah penduduk, yakni sasaran yang
diturunkan adalah angka unmet need (kebutuhan yang
belum terpenuhi) sekitar 9,1%. Adapun revitalisasi
program KB tersebut meliputi perbaikan sarana dan
prasarana di 23.500 klinik serta penambahan Petugas
Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dari 35 ribu
bidan dan 10.353 dokter. Dengan kata lain, program
KB belum sepenuhnya memenuhi aspek keberfungsian
dalam perkembangan penduduk dan pembangunan
keluarga yang menjadi titik sentral terwujudnya
pembangunan berkelanjutan.

kegiatan-kegiatan sosialisasi yang dilakukan
BKKBN dilaksanakan melalui sosialisasi baik secara
tatap muka maupunbermedia, seperti penyuluhan,
membuat serta menyebarkan brosur, membuatspanduk,
serta melalui media cetak dan elektronik. Kegiatan
sosialisasi secara tatapmuka ini dilaksanakan dengan
tujuan agar dapat berkomunikasi secara
langsungdengan komunikan  sehingga  dapat
mengetahui tanggapan dan keluhan secaralangsung.
Sedangkan dengan menggunakan media yang berupa
media cetak danelektronik digunakan sebagai media
pendukung  untuk  mensosialisasikan  program-
programyang dapat di sebarluaskan dengan lebih
mudah.

Secara demografis, Kabupaten Bojonegoro
telah menghasilkan transisi kependudukan yang
ditandai dengan menurunnya angka kelahiran dan
angka kematian serta peningkatan usia harapan hidup.
Berdasarkan data BKKBN Jatim (2011) tahun 2011 di
Kabupaten Bojonegoro memiliki trend jumlah
penduduk sebesar 1.209.008 jiwa, Laju Pertumbuhan
Penduduk (LPP) sebesar 0,37, TFR sebesar 1,89, rata-
rata usia kawin pertama wanita 18 tahun. Di samping
itu, usia harapan hidup sebesar 67,15 tahun, angka
kematian bayi sebesar 39,41% daan rata-rata jumlah
anggota keluarga sebesar 3,38 jiwa.

penelitian ini mencoba memberikan telaah
mendalam  melalui  studi  deskriptif  dengan
memfokuskan diri pada implementasi sosialisasi
program KB secara berkelanjutan di Kab. Bojonegoro.
Alasan mendasar pemilihan studi ini adalah masih
tingginya budaya kawin muda di Kabupaten
Bojonegoro (Data Januari s/d Desember 2013 ada
1.132 Perempuan menikah usia kurang 20 th (12,79%
dari jumlah wanita menikah tahun 2013 sebanyak
8.854). Selain itu, tenaga penyuluhan yang ada belum
mencukupi kebutuhan (PKB/ PLKB 1:6, kondisi
Desember 2013 jumlah 80 PLKB/ PKB, idealnya
berjumlah 215 orang bila perbandingan 1: 2 sehingga
kurang 135 PKB/ PLKB).

Penelitian menggunakan metode wawancara.
Metode wawancara yang digunakan sebagai teknik
pengumpulan data adalah metode wawancara
terstruktur. Wawancara terstruktur digunakan sebagai
teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul
data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi
apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu dalam
melakukan = wawancara, pengumpul data telah
menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-
pertanyaan tertulis (Sugiyono, 2012:137). penelitian ini
ditentukan menggunakan teknik snowball sampling,

Sedangkan teknik wawancara dilakukan
secara berantai, semakin lama sampel menjadi semakin
besar. Hal ini diakibatkan oleh kenyataan bahwa
populasinya sangat spesifik, sehingga sulit sekali
mengumpulkan sampelnya. Pada tingkatan
operasionalnya, seorang responden yang diinterview,
dan selanjutnya diminta untuk menyebutkan responden
yang lain dengan spesifikasi yang sama.

Program Pembangunan Berkelanjutan Bidang
Kependudukan

Implementasi pendayagunaan bidang
kependudukan  yang  dilakukan oleh  Badan
Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda)
Jawa Timur menunjukkan bahwa laju pertumbuhan
penduduk di Kabupaten Bojonegoro belum diiringi
kualitas penduduk yang baik, sehingga memungkinkan
adanya ketimpangan sosial sebagai titik sentral
permasalahan kependudukan. Hal  demikian,
sebagaimana  diperoleh dari laporan  evaluasi
pencapaian pembangunan kependudukan dan keluraga
berencana tahun 2013 mengemukakan bahwa tingkat
kependudukan di Kab. Bojonegoro dinilai relatif tinggi
dengan rincian struktur penduduk yang masih
didominasi oleh pendidik usia muda. Berikut tabulasi
di bawah ini menunjukkan adanya jumlah
kependudukan di Kab. Bojonegoro

Tabel.l
No. Uraian Jumlah
1. | Penduduk: 1.430.313
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a. Laki-Laki 721.444
b. Perempuan 708.869
2. | Sex Ratio 101,77
3. | Rumah Tangga 403.468
4. | Rata-Rata Anggota 3,5
Rumah Tangga
5. | Kepadatan 619
Penduduk
6. | Pertumbuhan 0,37
Penduduk

Sumber: Buku Profil Kab. Bojonegoro Tahun 2013
Kependudukan di Kab. Bojonegoro

Sesuai pemaparan tabulasi tersebut, dapat
dijelaskan bahwa konsetrasi penduduk di Kab.
Bojonegoro sebagian besar berada pada kelompok usia
25-44 tahun dan paling sedikit penduduk pada usia 70-
74 tahun dengan jumlah penduduk 1.430.316 jiwa atau
403.468 KK yang terdiri dari 721.444 laki-laki dan
708.869 perempuan. Dengan struktur penduduk yang
didominasi oleh usia produktif merupakan modal
utama untuk meningkatkan  kesejahteraan  dan
pembinaan ketahanan keluarga melalui program
Keluarga Berencana (KB).

Berikut ini beberapa hal yang menunjukkan
ketidak  selarasan proram KB dengan  misi
pembangunan secara berkelanjutan, seperti:Rendahnya
peningkatan aksesibilitas pelayanan KB, meliputi:
kurangnya pemantapan pengelolaan program KB se-
Kab. Bojonegoro, perluasan koneksitas yang belum
efisien, kurangnya pelayanan peserta KB, kurangnya
koordinasi dalam jaminan ketersediaan kontrasespi
program KB, kurang efektif sosialisasi yang
digerakkan dan kurangnya kemampuan provider
pelayanan KB secara padu; Kurangnya peningkatan
kualitas pelayanan KB dalam mengikutsertakan
refreshing PKB dalam konseling KB, hasil operasional
konseling yang belum memadai, pembinaan kualitas
pelayanan kontrasepsi, pembenahan sarana alat
pelayanan  kontrasepsi dan gerakan  partisipasi
masyarakat calon KB; Dukungan biaya yang diperoleh
masih minim, ada sebagian Kecamatan di Kab.
Bojonegoro yang belum terlayani program KB, masih
rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakaat
serta keluarga tentang KB, dan masih rendahnya hak-
hak dan kesehatan reproduksi yang disebabkan
kurangnya promosi dan media KIE tentang program
KB.

Sosialisasi Kebijakan Keluarga Berencana

sosialisasi berperan dalam menginformasikan adanya
program-program pembangunan yang berwawasan
kependudukan. Sementara itu, masyarakat yang turut
serta dalam program KB mengungkapkan perihal
sosialisasi KB yang dilakukan memang sesungguhnya
menambah pengetahuan mereka tentang program
pembangunan yang berwawasan kependudukan,
namun pada kenyataannya pemahaman masyarakat
tentang ber-KB pada remaja dinilai masih kurang, hal

ini terbukti dengan tingginya angka nikah muda di
Kab. Bojonegoro; pembinaan yang dilakukan kurang
memuaskan dan menyeluruh, sebab belum menyentuh
semua elemen masyarakat; pemahaman masyarakat
terkait program KB melalui pendekatan norma dan
adat dirasakan baik, namun ada ketidakoptimalan peran
tokoh masyarakat dan tokoh agama terhadap program
kependudukan yang berimplikasi pada pandangan
sosial dan agama.

Masyarakat Kab. Bojonegoro sendiri pada dasarnya
sangat mendukung program ber-KB sebagai tujuan
pembanguan kependudukan guna meningkatkan status
kesehatan dan kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak
serta mempersiapkan kualitas berkeluarga dalam upaya
mendukung peningkatan kualitas generasi mendatang
dan sebagai dasar mewujudkan generasi berencana
dengan cara pembinaan, pemantapan, koordinasi,
pelatihan dan sosialisasi, pembinaan serta peningkatan
partisipasi pemberdayaan masyarakat.

Tabel 11

Key Informan

No. Aspek Sekertaris | Kabid. | Masyar
BPPKB KB akat

14 Sosialisasi sebagai
menambah pengetahuan 5 B
masyarakat terkait
program KB

X

2. Sosialisasi sebagai
bentuk pembinaan pada y y
masyarakat terkait
program KB

3. Sosialisasi sebagai
program yang dilakukan &y 3
dengan norma dan adat
yang ada di masyarakat

4. Sosialisasi sebagai
tujuan daripada N v N
program KB

Keterangan: v = Sesuai
X= Tidak/Belum Sesuai

Triangulasi Bentuk-Bentuk Sosialisasi KB

Tabulasi tersebut menunjukkan bahwa ada kesesuaian
bentuk-bentuk sosialisasi yang diimplementasikan
berdasarkan kelima aspek yang disebutkan, namun
masyarakat menganggap bentuk sosialisasi tersebut
belum diraskan secara menyeluruh dan optimal
sehingga ada disparitas dan gap dalam memberdayakan
masyarakat untuk ber-KB. Sementara untuk tujuan
sosialisasi dinilai memiliki basis sesuai dengan
implementasi program yang hendak ditetapkan.

Prinsip Sosialisasi Kebijakan Kelurga Berencana
Berkelanjutan

Beberapa prinsip dasar dalam sosialisasi Kebijakan
Kelurga Berencana Berkelanjutan yan diterapkan di
Kab. Bojoneoro adalah: Peningkatan kualitas hidup
masyarakat dengan mengikutsertakan program KB
secara padu, yakni meningkatkan kecerdasan anak
melalui BKB, membina anak remaja (BKR), lansia
(BKL) dan juga peningkatan ekonomi keluarga
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(UPPKS), diharapkan, melalui fokus tersebut dapat
meningkatkan pengetahuan masyarakat untuk turut
ber-KB, sehingga kualitas masyarakat meningkat dan
lebih baik (sejahtera); prinsip integrasi dilakukan
dengan meningkatkan kualitas hidup masyarakat
dengan memfokuskan diri pada pendekatan masyarakat
potensial untuk melakukan kegiatan ber-KB; prinsip
desentralisasi dengan menggiring pengelolaan program
KB secara mandiri dan menjadi otomatisasi
pemberdayaan masyarakat lokal secara berkelanjutan
Berdasarakan pemaparan key informan
potensial dalam perihal prinsip-prinsip sosialisasi yang
telah diutarakan di muka, maka secara komprehensif
dapat disimpulkan dalam tampilan tabulasi berikut:

S;I;e;:?gs K;lgd. Masyarakat
1. | Perencanaan N N \
2. | Pengorganisasian N N N
3. | Pelaksanaan N N \
4. | Pengawasan N N \
5. | Pengendalian N N N

Tabel 111.3
Key Informan
No. Aspek Sekertaris | Kabid. Masyarakat
BPPKB KB

1. | Prinsip integrasi v \ N
2. | Prinsip desentralisasi N N v

Prinsip
3. pemberdayaan v v v
4. | Prinsip kemitraan v N N
5 Prinsip segmentasi y b 4

sasaran

Keterangan: V = Sesuai
X= Tidak/Belum Sesuai

Triangulasi Prinsip-Prinsip Sosialisasi KB

Atas dasar paparan tabulasi tersebut,
menunjukkan bahwa prinsip-prinsip dalam pelaksanaan
sosialisasi program KB dinilai telah sesuai dengan
kelima aspek prinsip yang disebutkan. Hal demikian,
dikarenakan prinsip yang dijalankan memperhatikan
keadaan wilayah yang ada, meskipun banyak kendala-
kendala yang memungkinkan terjadi, seperti: akses
pelayanan, bimtek atau workshop pengelolaan program
serta sarana dan prasarana program.

Tahapan Sosialisasi Kebijakan Kelurga Berencana
Berkelanjutan

Secara kronologis dan identifikatif, pelaksanakan
sosialisasi  kebijakan KB berkelanjutan di Kab.
Bojonegoro dilakukan melalui serangkaian tahapan
sosialisasi. Tahapan tersebut dimulai dari perencanaan
program, yakni merencanakan kegiatan berdasarkan
tujuan dan misi program KB.

Berdasarakan pemaparan key informan
potensial dalam perihal prinsip-tahapan sosialisasi
yang telah diutarakan di muka, maka secara
komprehensif dapat disimpulkan dalam tampilan
tabulasi berikut:

Tabel I11.4
[ No. | Aspek | Key Informan

Keterangan: = Sesuai
X= Tidak/Belum Sesuai

Triangulasi Tahapan Kebijakan Sosialisasi KB

Atas dasar paparan tabulasi tersebut,
menunjukkan bahwa trianggulasi yang ada menilai
bahwa tahapan sosialiasi telah sesuai dengan
mekanisme dan prosedural. Namun tahapan yang
sesuai  belum memperhatikan kemampuan pihak
sektoral dalam perihal mengkoordinasikan,
memadukan, mengemas program yang inovatif dan
unggul. Disamping, juga perihal menangani daerah
legok, miskin dan maslah lain yang memperlukan
kerjasama dalam tiap-tiap tahapan sosialisasi.

Faktor Penentu Keberhasilan Sosialisasi Kebijakan
Kelurga Berencana Berkelanjutan di Kabupaten
Bojonegoro

faktor penentu keberhasilan sosialisasi yang telah
diimplementasikan ~ memiliki  dasar  bahwa
program KB mampu memberikan kualitas
keluarga sejahtera secara menyeluruh bagi
masyarakat. Beberapa hal yan menentukan
adalah: komunikasi; institusional; partisipasi.

Tabel 111.5
Key Informan
No. Aspek Sekertaris | Kabid. Masvarakat
BPPKB KB Y
L | Faktor v v X
komunikasi
, | Faktor v v X
institusional
Faktor v v
3. partisipasi !

Keterangan: = Sesuai
X= Tidak/Belum Sesuai

Triangulasi Faktor Penentu Keberhasilan
Sosialisasi KB

Atas dasar paparan tabulasi tersebut,
mengindikasikan bahwa faktor yang menjadi penentu
keberhasilan  dilihat atas  faktor  komunikasi,
institusional dan partisipasi. Ketiga faktor ini adalah
determinan atas keberhasilan sosiaslisasi di Kab.
Bojonegoro, namun fakta menunjukkan ada gap antara
pelaksana  (sektoral) dengan pihak  penerima
(masyarakat). Dimana disparitas yang ada belum
melihat kualitas penduduk dan kesejahteraan keluarga
yang masih relatif kurang atau rendah serta pencapaian
program antar wilayah belum merata.

Tabel 111.5
[ No. | Aspek | Key Informan |
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Sekertaris Kabid. Masyar

BPPKB KB akat

| | Faktor N N "
komunikasi

, | Faktor N N "
institusional

3. | Faktor partisipasi \ N N

Keterangan: = Sesuai
X= Tidak/Belum Sesuai

Triangulasi Faktor Penentu Keberhasilan
Sosialisasi KB

Atas dasar paparan tabulasi tersebut,
mengindikasikan bahwa faktor yang menjadi penentu
keberhasilan  dilihat atas faktor  komunikasi,
institusional dan partisipasi. Ketiga faktor ini adalah
determinan atas keberhasilan sosiaslisasi di Kab.
Bojonegoro, namun fakta menunjukkan ada gap antara
pelaksana  (sektoral) dengan pihak  penerima
(masyarakat). Dimana disparitas yang ada belum
melihat kualitas penduduk dan kesejahteraan keluarga
yang masih relatif kurang atau rendah serta pencapaian
program antar wilayah belum merata.

Model Perubahan Paradigma Sosialisasi Kebijakan
Kelurga Berencana Berkelanjutan

Program KB mampu memberikan kualitas
keluarga sejahtera secara menyeluruh bagi masyarakat
apabila dilakukan melalui 2 (dua) pendekatan
integratif. Adapun pendekatan yang dimaksud adalah
pendekatan social walfare dan NPS.
pendekatan  social welfre  diukur berdasarkan
manajemen masalah sosial di lingkungan masyarakat
yang ber-KB, pemenuhan kebutuhan sosial, dan
penyediaan kesempatan mobilitas.

Kedua, pendekatan dilakukan melalui konsep
new public service (NPS). NPS dilakukan dengan
ukuran bahwa program KB berupaya memfokuskan
pada pemberian arahan, membawa masyarakat agar
dapat melakukan perubahan sesuai dengan visi dan
misi, memberikan pelajaran pada masyarakat,
pemerintahan yang digerakkan oleh misi, pemerintah
yang berorientasi pada hasil, serta pemerintah yang
berorientasi pada publik.

Tabel 111.6
Key Informan
No. Aspek Sekertaris Kabid. | Masyarak
BPPKB KB at
1 | Pendekatan N N N
" | Social Walfare
, | Pendekatan N N N
) NPS

Keterangan: v = Sesuai
X= Tidak/Belum Sesuai

Triangulasi Model Perubahan Paradigma
Sosialisasi KB

Atas dasar paparan tabulasi tersebut,
menunjukkan bahwa manifestasi pendekatan sosialisasi
melalui paradigma social welfare dinilai sudah
mencakupi beberapa aspek, seperti manajemen

masalah sosial di lingkungan masyarakat yang ber-KB,
pemenuhan kebutuhan sosial, dan penyediaan
kesempatan mobilitas.

Sementara itu, pendekatan NPS dinilai sudah
mencakupi aspek yang dimiliki, seperti pemberian
arahan, membawa masyarakat agar dapat melakukan
perubahan sesuai dengan visi dan misi, memberikan
pelajaran pada masyarakat, pemerintahan yang
digerakkan oleh misi, pemerintah yang berorientasi
pada hasil, serta pemerintah yang berorientasi pada
publik. Namun, faktanya menunjukkan bahwa masih
ada variasi tingkat pemahaman stakeholder utamanya
di legislatif dan eksekutif terhadap program KB yang
berimplikasi terhadap dukungan politis.

Kesimpulan

Lima aspek sosialisasi yang menjadi temuan utama
dalam mendayagunakan program pembangunan secara
berkelanjutan pada bidang kependudukan di Kab.
Bojonegoro, yakni: (1)Bentuk sosialisasi kebijakan KB
direfleksikan melalui pensosialisasian yang dilakukan
dengan  membedakan  karakteristik  masyarakat;
(2)Prinsip  sosialisasi  kebijakan KB dijalankan
memperhatikan keadaan wilayah yang ada; (3)Tahapan
sosialisasi kebijakan KB, dinilai belum memperhatikan
kemampuan  pihak  sektoral ~ dalam  perihal
mengkoordinasikan, memadukan, mengemas program
yang inovatif dan unggul; (4)Faktor keberhasilan
sosialisasi kebijakan KB, dinilai ada gap antara
pelaksana  (sektoral) dengan pihak  penerima
(masyarakat); (5) Manifestasi sosialisasi kebijakan KB
di Kab. Bojonegoro mengalami perubahan paradigma,
awalnya yang hanya memperlihatkan gerak sosialisasi
berupa penyuluhan sekarang peran  sinergitas
Pemerintah melalui gerakan sesuai misi, berorientasi
hasil dan berorientasikan pada publik sudah mulai
terlihat.
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